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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Negara telah merespon kekerasan berbasis gender dengan menyusun hukum dan kebijakan yang 
melindungi perempuan, namun implementasi kebijakan masih lemah (Hanifah dkk., 2026). 
Budaya patriarki dan ideologi gender masih sangat kuat, baik di tataran masyarakat maupun 
aparat negara dan penegak hukum (Irianto, 2020; Komite CEDAW, 2017). Bahkan kekerasan 
berbasis gender malah semakin marak. Negara belum membangun strategi pencegahan yang 
komprehensif yang menyasar akar masalah, yaitu diskriminasi berbasis gender, karena tanpa 
kesetaraan, kekerasan berbasis gender akan sulit dihapuskan (WHO, 2009; Wall, 2014). 

Bidang pendidikan sangat krusial dalam mencegah kekerasan berbasis gender dan penting untuk 
mendorong kesetaraan gender (Haylock dkk., 2016; WHO, 2009). Dalam hal ini institusi 
pendidikan formal dan non formal merupakan wilayah kunci penguatan sumber daya manusia 
yang berkualitas. Penguatan peran perguruan tinggi perlu didorong untuk berkontribusi lebih 
signifikan dalam penelitian kontributif, model-model pencegahan yang berlapis, lintas institusi 
dan bidang, dan penguatan materi pembelajaran yang menyentuh akar masalah kekerasan 
berbasis gender (Burke dkk., 2025). 

PENDAHULUAN 

Indonesia telah memiliki berbagai landasan hukum yang menjamin perlindungan hak perempuan 
bebas dari kekerasan dan diskriminasi, dan kerangka pembangunan yang berbasis gender, 
kesetaraan dan keadilan gender. Sejak tahun 1984 Indonesia sudah meratifikasi Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984. 
Sejak reformasi politik hukum di Indonesia menguatkan jaminan hak perempuan sebagai hak 
asasi manusia melalui pengesahan berbagai peraturan perundang-undangan untuk pelindungan 
perempuan dari kekerasan dan diskriminasi dalam ranah domestik, tempat kerja, ruang 
pendidikan maupun wilayah publik lainnya (Eddyono, 2026).2  

2 Pengaturan hukum terkait perlindungan perempuan dan pencegahan kekerasan berbasis gender telah 
berkembang melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang 
No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang 

1 Tulisan ini dipresentasikan dalam pertemuan FIAD yang diadakan di UGM pada tanggal 30 Juli 2026, yang 
dihadiri antara lain oleh Asfinawati, Sulistyowati Irianto, Wening Udasmoro, Baiquni, Okky Madasari, Zainal 
Bagir, Novrizal Bahar, dan Usman Hamid. Tulisan ini telah melalui proses peer review oleh Melani Budianta. 
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Selain ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, 
Indonesia juga telah meratifikasi hampir seluruh Konvensi Hak Asasi Manusia (Tabel 6.1). 

Tabel 6.1. Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi Indonesia 
No Konvensi Internasional Ratifikasi 
1. Konvensi Internasional Hak Ekonomi Sosial dan 

Budaya 
UU No. 11/2005 

2. Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik UU No. 12/2005 
3. Konvensi Internasional Penghapusan Penyiksaan 

dan Penghukuman yang tidak manusiawi 
UU No.5/1998 

4. Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi 
Rasial 

UU No. 29/1999 

5. Konvensi Internasional Penyandang Disabilitas UU No. 19/2011 
6. Konvensi Internasional Hak Anak Keppres 36/1990 
7. Konvensi Perlindungan Pekerja Migran UU No. 6/2012 

Sumber: olahan penulis 

Ratifikasi berbagai konvensi hak asasi manusia telah memperkuat pengakuan dan jaminan hak 
perempuan sekaligus menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan 
pemenuhannya, baik secara de jure maupun de facto (Eddyono dkk., 2026). Komitmen ini juga 
tercermin dalam RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pengarusutamaan gender dan inklusi 
sosial sebagai bagian dari pendekatan pembangunan, serta menetapkan kesetaraan gender, 
pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan sebagai bagian dari Prioritas 
Nasional 4 (Bappenas, 2025). Namun, penguatan kerangka normatif tersebut belum diikuti 
penurunan kekerasan berbasis gender secara signifikan. Ketidaksetaraan gender tetap 
berlangsung secara kompleks dan berlapis dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, ekonomi, 
kehidupan sosial, politik, dan pengambilan keputusan (Razavi, 2016; Fontanella dkk., 2020). 

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu manifestasi dari ketidaksetaraan tersebut dan 
merupakan bentuk diskriminasi sekaligus pelanggaran hak asasi manusia (Komite CEDAW, 
2017). Kekerasan dapat berbentuk fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, serta terjadi di ranah 
privat, publik, siber, maupun lintas negara (Heise, 1993; Ahmad dkk., 2025). Persoalan ini tidak 
hanya berkaitan dengan perilaku individual, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial, relasi 
patriarkal, institusi hukum dan birokrasi, kebijakan negara, struktur ekonomi, serta 
perkembangan teknologi (Fontanella dkk., 2020; Parejo & Radulović, 2023; Espersson, 2026; 
Shang, 2022). Ketika penegakan hukum dan respons negara lemah, sementara demokrasi dan 
rule of law mengalami tekanan, kerentanan terhadap kekerasan semakin besar (Komite CEDAW, 
2017). 

Data menunjukkan bahwa kesenjangan antara perlindungan hukum dan realitas kekerasan masih 
lebar. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang diterbitkan BPS dan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sekitar 
satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, 
sementara 23,7 persen perempuan pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Kekerasan 

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga, serta 
Undang-Undang No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. 
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oleh pasangan maupun bukan pasangan tercatat sebesar 25,2 persen di perkotaan dan 22,5 persen 
di perdesaan. Kekerasan oleh pasangan mencakup pembatasan aktivitas (21,6 persen), kekerasan 
ekonomi (5,3 persen), kekerasan emosional (4,3 persen), serta kekerasan fisik dan seksual (3 
persen), sedangkan kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan dalam satu tahun terakhir 
mencapai 5,6 persen. 

Kekerasan juga terus terjadi di lingkungan pendidikan. Hingga April 2024, Kemendikbudristek 
mencatat 2.681 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Keterlibatan dosen senior, termasuk 
guru besar, dalam sejumlah kasus menunjukkan bahwa relasi kuasa menjadi salah satu dimensi 
penting persoalan tersebut. Kasus yang mencuat di sejumlah perguruan tinggi pada 2026, 
termasuk kekerasan seksual yang terungkap melalui percakapan digital di UI dan IPB serta kasus 
kekerasan yang berujung pengeroyokan di Unsoed, menunjukkan bahwa keberadaan regulasi 
belum cukup memastikan lingkungan pendidikan yang aman. Kerentanan juga terdapat dalam 
pendidikan keagamaan; P3M (2025) mencatat 40.689 santri putra dan 3.923 santri putri berada 
dalam situasi rentan terhadap kekerasan, sementara 79.318 santri pernah menyaksikan rekannya 
mengalami kekerasan (lihat juga Ta'rifin, 2026). 

Pada tingkat nasional, Komnas Perempuan (2025) mencatat 330.097 kasus kekerasan yang 
dilaporkan kepada lembaga layanan, meningkat 14,17 persen dibandingkan 2023 yang mencapai 
289.111 kasus (Komnas Perempuan, 2024). Kekerasan domestik masih mendominasi, sementara 
kekerasan berbasis daring menjadi bentuk yang menonjol di ranah publik. Komnas Perempuan 
juga mencatat munculnya kasus-kasus femisida dengan tingkat kekerasan yang semakin ekstrem, 
termasuk perkosaan yang disertai pembunuhan dan mutilasi, baik di ranah privat maupun publik. 
Pada kelompok rentan, termasuk pekerja migran Indonesia dan kelompok minoritas seksual, 
kekerasan dapat berlangsung secara berlapis melalui perdagangan orang, eksploitasi, kekerasan 
seksual, dan diskriminasi (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2025; Komnas Perempuan, 
2025). 

Dampak kekerasan tidak berhenti pada korban. Kekerasan di rumah tangga dapat memengaruhi 
kesehatan fisik dan mental perempuan, pola pengasuhan, perkembangan anak, serta kemampuan 
perempuan berpartisipasi dalam pekerjaan dan kehidupan publik (WHO, 2013; Gulati & Kelly, 
2020; ILO, 2020; Levendosky & Graham-Bermann, 2001; Pico-Alfonso dkk., 2008; Jung dkk., 
2019). Di tempat kerja, kekerasan seksual dapat meningkatkan turnover dan menurunkan kinerja 
serta produktivitas, sementara di perguruan tinggi kekerasan dapat menimbulkan stigma, isolasi, 
putus studi, serta menurunkan kepercayaan terhadap institusi (Mengo & Black, 2016; Burke 
dkk., 2022, 2025). Karena itu, pencegahan kekerasan berbasis gender tidak dapat dipisahkan dari 
upaya membangun kesetaraan gender, lingkungan yang aman dan inklusif, serta institusi yang 
mampu merespons kekerasan secara efektif. Kesetaraan gender juga memiliki implikasi ekonomi 
karena peningkatan partisipasi perempuan dalam pekerjaan dan penyempitan kesenjangan upah 
dapat memperkuat pertumbuhan dan stabilitas ekonomi (Shang, 2022; Cameron, 2023). 

Pendidikan menjadi salah satu arena strategis untuk membangun kesetaraan sekaligus mencegah 
kekerasan sejak dini. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan, antara lain Peraturan 
Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, dan 
Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1512/2023. Namun, pendekatan tersebut 
masih cenderung sektoral dan berjalan di dalam masing-masing kementerian, sehingga belum 
membentuk sistem pencegahan dan penanganan yang terintegrasi lintas sektor. Tantangan 
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utamanya bukan lagi semata-mata ketiadaan regulasi, melainkan bagaimana memastikan regulasi 
diterapkan secara efektif, menyentuh akar struktural kekerasan, dan membangun kapasitas 
pencegahan di institusi pendidikan dan masyarakat. 

Dengan demikian, tingginya kekerasan berbasis gender menunjukkan adanya kesenjangan antara 
komitmen normatif negara dan efektivitas pencegahan serta perlindungan di lapangan. Kertas 
kebijakan ini berfokus pada dua pertanyaan utama: (1) bagaimana respon negara terhadap 
kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks dan meluas; dan (2) bagaimana membangun 
strategi pencegahan yang berkelanjutan, khususnya melalui sistem pendidikan di Indonesia. 

  
Grafik 6.1. Data Kekerasan berbasis Gender terhadap kelompok minoritas seksual 

Sumber: Komnas Perempuan (2025) 

TEMUAN DAN ANALISIS 

Temuan 1. Lemahnya Respon Negara Memperburuk Akses Perempuan terhadap 
Keadilan. 

Respon aparat hukum, pemerintah dan birokrasi terhadap korban kekerasan berbasis gender 
cenderung lemah dan berimplikasi pada akses perempuan terhadap keadilan yang problematik 
(Komnas Perempuan, 2026; Hanifah dkk., 2026). Walaupun Komnas Perempuan (2025) 
mengindikasikan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender meningkat dari waktu ke waktu, 
namun kualitas penanganannya memprihatinkan, terjadi penundaan penanganan kasus yang 
signifikan. Kasus yang ditangani adalah kasus yang biasanya telah mendapatkan perhatian publik 
karena viralitas yang terjadi. Rendahnya kualitas pelindungan perempuan korban kekerasan 
berbasis gender berimplikasi pada rendahnya kepercayaan yang rendah terhadap sistem hukum 
(Apituley & Eddyono, 2022).  

Faktor birokratisasi dalam berbagai institusi pemerintah, termasuk institusi pendidikan juga 
berpengaruh terhadap tidak dapat diaksesnya hak perempuan. Dalam penanganan kasus di 
perguruan tinggi misalnya, Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi telah mencatat jumlah 
SATGAS se-Indonesia sejumlah + 1. 321 PT Negeri September 2023. Data jumlah Satgas 
meningkat setiap tahunnya (Tahun 2024 + 1.724 Satgas PT Negeri dan Swasta) dan di tahun 
2025: sekitar 2600 PTN dan Swasta (PTS 2.551). Namun kualitas penanganan kasus masih 
rendah, cara penanganan berbeda-beda dan kepentingan untuk menjaga nama baik kampus masih 
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mendominasi dalam penyelesaian kampus (Refleksi Satgas PPKS Perguruan Tinggi 
Se-Indonesia, 2024). Hal ini menambah ketidakpercayaan institusi birokrasi yang telah dibangun 
untuk penanganan kasus secara internal. Dampaknya, ada fenomena penyelesaian dengan 
menggunakan sosial media dan bahkan main hakim sendiri. Sebagai contoh, penanganan 
kekerasan seksual melalui percakapan WhatsApp group yang terjadi di salah satu universitas, 
menjadi viral dan awal penanganan kasus tidak menggunakan mekanisme penanganan Satgas 
PPKTP yang dibentuk berdasarkan Permendikbudristek 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan 
Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Detikcom, 2026). Kasus ditangani secara serius 
setelah ada pemberitaan yang meluas melalui sosial media melalui mekanisme Satgas PPKTP. 
Contoh penanganan main hakim sendiri adalah penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi 
di salah satu universitas di Jawa Tengah, dimana teman-teman korban melakukan pengeroyokan 
kepada pendamping hukum pelaku yang dianggap melindungi pelaku. Fenomena yang terjadi di 
beberapa kampus terhubung dan merupakan cerminan yang terjadi di dalam masyarakat. 

Meluasnya kekerasan seksual dalam bentuk ekstrim sebagai dampak tidak bekerjanya hukum 
dan kebijakan dalam kerangka pelindungan hak dari kekerasan. Pada bulan Juni-Juli 2026 di 
beberapa daerah terjadi persekusi yang dialami transpuan yang dilakukan oleh masyarakat (BBC 
News Indonesia, 2026). Persekusi tersebut merupakan lanjutan terhadap perilaku intoleran dan 
kebencian berbasis seksualitas yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya (Grafik 6.1) (BBC 
News Indonesia, 2026). Aparat penegak hukum tidak merespon terhadap persekusi yang 
dilakukan terhadap kelompok seksualitas minoritas. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan 
kasus-kasus terhadap perempuan semakin tidak manusiawi, budaya kekerasan yang makin 
massif dan ektrim. Semakin meningkatnya kekerasan berbasis gender dan semakin ekstrimnya 
kekerasan tersebut telah mengindikasikan adanya cara pandang yang keliru yang dipengaruhi 
banyak aspek, sistem pendidikan, sosial media, penafsiran agama dan tidak responsifnya 
penegakan hukum (Eddyono dkk, 2026). Kebencian terhadap seksualitas minoritas juga mulai 
muncul dalam lingkup kampus ditandai adanya kebijakan-kebijakan internal kampus (10 
universitas) yang melarang keberadaan mereka (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 
2025). Dalam kasus-kasus seperti ini, sistem hukum seolah-olah tidak bekerja untuk melindungi 
perempuan minoritas dan kelompok rentan lainnya.  

Temuan 2. Pencegahan kekerasan berbasis gender belum terintegrasi dalam strategi 
pendidikan nasional. 

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan gender 
dan mencegah kekerasan berbasis gender, pendekatan yang diterapkan masih belum 
komprehensif, terintegrasi, dan berbasis pada akar persoalan. Data ASEAN dan UN Women 
(2024) menunjukkan bahwa komitmen Indonesia relatif lebih kuat pada penghapusan 
diskriminasi, perlindungan perempuan dari dampak bencana, dan pengintegrasian gender dalam 
perencanaan kebijakan (Grafik 6.2). Namun, prioritas terhadap penghapusan kekerasan berbasis 
gender, pencegahan praktik berbahaya bagi perempuan, pengakuan atas pekerjaan perawatan dan 
domestik, kepemimpinan perempuan, kesehatan reproduksi, penguatan perempuan dalam dunia 
kerja, serta partisipasi dan peningkatan kapasitas perempuan masih relatif terbatas. Padahal, 
ketidaksetaraan gender merupakan salah satu faktor struktural yang berkaitan dengan terjadinya 
kekerasan; karena itu, pencegahan kekerasan tidak dapat dipisahkan dari upaya memperkuat 
kesetaraan gender (Wall, 2014; Cameron, 2023). 
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Grafik 6.2. Prioritisasi tujuan kesetaraan gender dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional​
Sumber: ASEAN Gender Outlook (ASEAN dan UN Women, 2024) 

Walaupun terdapat penurunan tingkat ketidaksetaraan gender, perubahan tersebut belum 
signifikan, sementara kebijakan yang diambil pemerintah belum sepenuhnya berbasis data dan 
analisis masalah. Berdasarkan data ASEAN dan UN Women (2024), tingkat kemiskinan 
perempuan dan laki-laki di Indonesia akibat perubahan iklim diprediksi menjadi yang tertinggi di 
ASEAN pada 2030. Indikasi kondisi tersebut telah terlihat dari tingkat kematian ibu di Indonesia 
yang merupakan tertinggi keempat di ASEAN. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap 
kematian perempuan dan laki-laki adalah akses terhadap air yang tidak aman, yang juga 
menempatkan Indonesia pada posisi tertinggi di ASEAN (ASEAN dan UN Women, 2024). 

Kemandirian ekonomi penting untuk memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan 
masyarakat. Rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dapat melemahkan daya tawar 
perempuan dalam relasi personal, termasuk kemampuan untuk bersikap resisten terhadap 
kekerasan. Pada 2022, tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Indonesia sebesar 5,3 
dibandingkan laki-laki sebesar 8,1, termasuk tiga terendah di ASEAN setelah Timor-Leste dan 
Brunei Darussalam (ASEAN dan UN Women, 2024). Sebagian besar pekerja perempuan di 
Indonesia berada di sektor informal, yang kerap memiliki kondisi kerja lebih buruk dibandingkan 
sektor formal karena tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan, termasuk asuransi kecelakaan, 
kesehatan, dan pensiun (ILO, 2020). Indonesia memiliki proporsi pekerja perempuan informal 
tertinggi keempat, yaitu 98 persen, setelah Timor-Leste, Vietnam, dan Kamboja yang 
masing-masing mencapai 99 persen (Grafik 6.3). 
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​
Grafik 6.3. Jumlah penduduk yang terjerumus ke dalam kemiskinan (per 10.000 jiwa) (kiri) dan tingkat 
kemiskinan pada tahun 2030 akibat memburuknya perubahan iklim (persentase) (kanan), berdasarkan 

jenis kelamin. ​
Sumber: ASEAN Gender Outlook (ASEAN dan UN Women, 2024) 

Selain itu, kesenjangan akses internet antara laki-laki dan perempuan di Indonesia juga 
merupakan yang tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya (ASEAN dan UN 
Women, 2024). Dalam era digital, kesenjangan akses internet berpengaruh terhadap akses 
perempuan terhadap informasi, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan mereka untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya. 

Komnas Perempuan juga mencatat adanya peminggiran perempuan terhadap akses kekayaan 
alam. Perempuan kerap tidak dilibatkan dan dipinggirkan dalam perencanaan, pengambilan 
keputusan, pelaksanaan dan evaluasi program. Proyek-proyek PSN memperburuk konflik SDA 
dan Agraria khususnya dengan adanya pendekatan represif oleh negara dengan pelibatan aparat 
militer (Komnas Perempuan, 2025).  

Tabel 6.2. Data Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Adat tahun 2024 
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No Kelompok Provinsi Status Wilayah Konteks Kekerasan 

1 Perwakilan Perempuan dan 
Anak Desa Wapsalit Maluku Non-PSN KTP dalam konflik SDA 

2 Perempuan Adat Gunung Batur Bali Non-PSN Konflik Agraria dan Tata 
Ruang 

3 Perempuan Adat Kapa Sumatera 
Barat Non-PSN KTP dalam konflik SDA 

4 Perempuan Adat Buay 
Mencurung Lampung Non-PSN Konflik Agraria dan Tata 

Ruang 



Sumber: Eddyono dkk (2026) 

Eddyono dkk. (2026) mengolah data dari Komnas Perempuan dan menemukan bahwa konflik 
SDA dan peminggiran perempuan Adat tersebar di berbagai provinsi (Tabel 6.2). Penyelesaian 
konflik cenderung menggunakan cara represif, melibatkan aparat negara dan berdampak pada 
terjadinya kekerasan. Pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh negara dapat berpengaruh 
terhadap bagaimana masyarakat meniru menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik 
atau masalah mereka. 

Belum terlihat perkembangan yang signifikan dalam pengarusutamaan gender dalam kebijakan 
pendidikan. Pendidikan perlu dimaknai secara luas, tidak hanya mencakup pendidikan formal, 
tetapi juga pendidikan informal dan nonformal, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak 
hukum serta penguatan institusi sosial yang berperan dalam membentuk norma dan relasi gender 
di masyarakat. 

Arah kebijakan pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan, 
yang meliputi: (1) percepatan wajib belajar 13 tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan 
prasekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan menengah; (2) peningkatan kualitas pengajaran 
dan pembelajaran; (3) pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan 
yang berkualitas; (4) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas; 
(5) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (6) penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas 
dan merata serta pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics 
(STEAM); dan (7) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta produktivitas tenaga kerja. 

Namun, pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan belum disebutkan secara eksplisit 
sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025–2029. Hal ini 
menunjukkan adanya kesenjangan antara agenda peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan 
perempuan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender yang telah tercantum 
dalam RPJM dengan penerjemahannya ke dalam kebijakan sektoral pendidikan. Padahal, 
pendidikan merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun kesetaraan gender, 
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5 
Perempuan Adat Ompu Umbak 
Siallagan dan Masyarakat Adat 
Ompu Umbak Sihamporas 

Sumatera 
Utara Non-PSN KTP dalam konflik SDA 
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mencegah kekerasan berbasis gender, dan mengubah norma sosial yang mempertahankan 
ketimpangan. 

Kebijakan pengarusutamaan gender di sektor pendidikan sebenarnya telah memiliki landasan 
sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 84 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Namun, berbagai 
studi yang meninjau penerapan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih 
lemah dan belum terintegrasi secara sistematis dalam tata kelola pendidikan. Perkembangan yang 
relatif lebih kuat justru terlihat di sejumlah universitas berbasis agama melalui penguatan pusat 
studi gender dan anak atau lembaga sejenis di bawah perguruan tinggi agama (Kusmanto, 2017; 
Witriani & Kusuma, 2019). 

Dalam konteks pencegahan kekerasan berbasis gender di perguruan tinggi, pemerintah 
menerbitkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan 
Kekerasan di Perguruan Tinggi, yang menggantikan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 
tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Kebijakan 
baru tersebut memperluas cakupan pengaturan dari kekerasan seksual menjadi berbagai bentuk 
kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Namun, perubahan ini juga menimbulkan persoalan 
karena kekerasan seksual ditempatkan sebagai bagian dari kategori kekerasan secara umum, 
tanpa kekhususan dalam mekanisme penanganannya. Padahal, kekerasan seksual merupakan 
salah satu bentuk kekerasan yang dominan dalam pelaporan kasus di perguruan tinggi dan 
memiliki karakteristik serta kebutuhan penanganan yang berbeda dari bentuk kekerasan lainnya. 

Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tetap memuat sejumlah ketentuan mengenai kesetaraan 
gender dalam upaya pencegahan kekerasan. Perguruan tinggi dan sivitas akademika, misalnya, 
diwajibkan untuk berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai 
antikekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, serta kolaborasi dalam Pencegahan dan 
Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi (Pasal 6 dan Pasal 18). Satgas PPKTP 
juga diwajibkan melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak penyandang disabilitas, 
pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
bagi warga kampus (Pasal 28). 

Namun, Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tidak disertai dengan peraturan turunan yang 
cukup aplikatif untuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaannya. Kondisi ini 
berbeda dengan kerangka kebijakan sebelumnya, sehingga berpotensi menimbulkan 
ketidakjelasan bagi pelaksana di tingkat perguruan tinggi. Ketidakjelasan juga masih terlihat 
dalam hal muatan materi, metode pencegahan, serta bagaimana prinsip kesetaraan gender harus 
diintegrasikan ke dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Dengan demikian, 
meskipun istilah kesetaraan gender masih muncul dalam sejumlah ketentuan, pengarusutamaan 
gender tidak lagi memperoleh penekanan yang sama kuat dalam kebijakan baru tersebut. 

Persoalan tersebut bahkan lebih terlihat pada jenjang pendidikan prasekolah, dasar, menengah, 
dan atas, serta dalam pengembangan kapasitas aparatur negara. Pada jenjang-jenjang tersebut 
masih terdapat ketiadaan atau lemahnya kebijakan yang secara sistematis mengintegrasikan 
pengarusutamaan gender, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Kondisi 
ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender dalam pendidikan belum menjadi pendekatan 
yang terintegrasi sepanjang siklus pendidikan dan belum diterjemahkan secara konsisten ke 
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dalam kebijakan, kurikulum, kapasitas tenaga pendidik, tata kelola lembaga pendidikan, maupun 
mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan. 

Temuan 3. Kesenjangan antara Kerangka Hukum dan Implementasi Memperlemah 
Perlindungan Perempuan 

Kekerasan berbasis gender terus terjadi di berbagai ranah kehidupan perempuan dan dipengaruhi 
oleh peminggiran hak perempuan dalam akses ekonomi dan sumber daya, layanan kesehatan dan 
pendidikan, serta rendahnya akses perempuan dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut 
semakin diperkuat oleh pembakuan peran gender yang menyebabkan beban dan peran perawatan 
bertumpu pada perempuan (ASEAN dan UN Women, 2024; Imaduddin & Firdausi, 2023). 

Kesenjangan antara hukum dan kebijakan dengan program dan implementasinya dapat dianalisis 
melalui pendekatan hukum berperspektif feminis. Pendekatan ini menekankan beragam faktor 
yang memengaruhi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaannya (Bartlett, 1990), termasuk 
struktur hukum dan birokrasi di tingkat pemerintahan (O'Rourke, 2014) serta kondisi masyarakat 
dan budaya yang masih berbasis pada pandangan dan sistem patriarki (Komite CEDAW, 2017). 
Budaya hukum muncul dalam praktik dan kebiasaan masyarakat yang melegitimasi diskriminasi 
berlapis terhadap perempuan. Pandangan, tradisi, praktik, dan kebiasaan yang mendiskriminasi 
perempuan berpengaruh terhadap normalisasi kekerasan berbasis gender dan peminggiran 
perempuan dalam berbagai aspek penghidupan (Komite CEDAW, 2017). Ketiga aspek tersebut 
dalam konteks Indonesia saling berpengaruh (Irianto, 2020). 

Terkait struktur hukum, walaupun Indonesia telah memiliki hukum yang menjadi landasan bagi 
perlindungan hak-hak perempuan, terdapat ketidakkonsistenan antara hukum dengan kebijakan 
dan program pemerintah serta dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Penerapan 
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), misalnya, 
masih problematik karena adanya persoalan birokratisasi dan lemahnya kebijakan turunan di 
tingkat daerah (Hanifah dkk., 2026). Selain itu, ketidakpercayaan perempuan korban KDRT 
terhadap sistem hukum pidana menyebabkan korban menggunakan penyelesaian kasus dengan 
mekanisme alternatif (Apituley & Eddyono, 2022). Dalam konteks implementasi UU No. 12 
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, masih terdapat kelemahan dalam 
penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang masih bias, penanganan yang lambat, serta 
tidak digunakannya UU TPKS dalam penanganan kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 
2026). 

Bekerjanya struktur hukum sangat berhubungan dengan konteks sosial dan budaya hukum 
(Silbey, 2010). Praktik kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat masih terjadi, termasuk 
kekerasan yang ekstrem. Dengan demikian, keberadaan hukum dan kebijakan belum dengan 
sendirinya memastikan perlindungan perempuan apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang 
konsisten oleh struktur hukum, aparat penegak hukum, dan kebijakan di tingkat pelaksana. 

Temuan 4. Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Belum Menyentuh Perubahan 
Norma dan Perilaku 

Ideologi gender bersifat dinamis dan dapat berubah berdasarkan berbagai faktor seperti 
karakteristik individu, budaya, konteks, dan perkembangan zaman (Eddyono, 2018). Konteks 
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menyediakan sarana pembelajaran melalui pemodelan, peniruan, dan pengamatan. Ideologi 
gender mahasiswa laki-laki yang mencakup bentuk tradisional, non-tradisional, dan situasional 
(kontingen) menunjukkan bagaimana latar belakang keluarga berperan sebagai saluran bagi 
pembentukan ideologi tersebut, dengan penekanan pada peran berbagai pihak, baik laki-laki 
maupun perempuan, dalam keluarga. Menurut Davis dan Greenstein (2009), individu yang 
menyadari manfaat kesetaraan gender cenderung mengadopsi pandangan gender yang lebih 
egaliter. Pandangan egaliter seorang ayah mengenai istri yang bekerja, misalnya, dapat 
memberikan manfaat bagi keluarga dengan menjamin stabilitas keuangan. Selama proses 
sosialisasi, anak dapat terpapar dan menginternalisasi keyakinan egaliter ayahnya, yang pada 
gilirannya membentuk dan membangun ideologi gender egaliter dalam dirinya. 

Penelitian psikologis dan sosiologis menunjukkan bahwa karakteristik individu, seperti ciri 
kepribadian dan ideologi gender (Haylock dkk., 2016), memainkan peran dalam menentukan 
relasi kuasa serta ketimpangan dalam peran dan ekspektasi gender. Dalam konstruksi sosial, 
perempuan diekspektasikan memegang peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku 
anak-anak mereka. Namun, peletakan peran tersebut tidak diikuti dengan lingkungan yang 
mendukung perempuan dalam menjalankan peran pengasuhan tersebut (Levendosky & 
Graham-Bermann, 2001). Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam 
rumah tangga, memberikan dampak negatif dalam menjalankan peran tersebut. Pandangan 
mengenai kesetaraan gender dan penghormatan terhadap perempuan menjadi pandangan yang 
perlu didesakkan secara masif dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bertumpu 
pada nilai-nilai kemanusiaan yang berharkat dan bermartabat mulia. Untuk mengubah norma dan 
nilai ketimpangan gender yang terbentuk secara sosial dan telah mengakar kuat, diperlukan 
perubahan perilaku dan sikap dalam konteks pendidikan (Haylock dkk., 2016; WHO, 2009). 

Dalam bidang pendidikan, keterhubungan antara kebijakan dan praktik pengarusutamaan gender 
dan kesetaraan gender sangat terasa. Terdapat keterputusan antara satu kebijakan dengan 
kebijakan lainnya. Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan tidak dikembangkan dengan kebijakan 
antikekerasan lainnya, padahal Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tidak dicabut. Terdapat 
stagnasi kebijakan dan program terkait pengarusutamaan gender, padahal aturan ini sangat 
mendasar dan perlu dikembangkan dalam pendidikan dasar, menengah, atas, dan tinggi. 
Perkembangan pengarusutamaan gender terjadi di Perguruan Tinggi Agama di bawah 
Kementerian Agama, namun tidak di perguruan tinggi di bawah Kemendikti. 

Terdapat pengotakan bahwa tugas perguruan tinggi dalam pencegahan kekerasan dan kesetaraan 
gender hanya menjadi peran Satuan Tugas PPKS dan berada dalam wilayah perguruan tinggi. 
Hal ini tidak mendorong kontribusi perguruan tinggi lebih lanjut dalam kesetaraan gender dan 
penghapusan kekerasan berbasis gender. Padahal, pencegahan yang melibatkan berbagai unit di 
universitas, seperti Health Promoting University sebagaimana praktik yang sudah berjalan di 
UGM, akan mendorong pencegahan yang lebih komprehensif. Selain itu, peran perguruan tinggi 
sangat signifikan dalam penelitian yang menganalisis masalah dan rekomendasi perubahan. 
Perguruan tinggi juga dapat berkontribusi dalam menciptakan modul atau model pencegahan 
kekerasan seksual dalam lingkup kerja sebagaimana telah dilakukan oleh tim Law, Gender and 
Society (Eddyono, 2024). 
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Program-program pencegahan kekerasan seksual di kampus belum menyentuh akar masalah, 
yaitu perspektif kesetaraan dan keadilan gender yang dimiliki oleh sivitas akademika (Refleksi 
Satgas PPKS Perguruan Tinggi Se-Indonesia, 2024). Dari refleksi Satgas di seluruh Indonesia, 
fokus program masih berupa penanganan kasus yang relatif terungkap di publik, dibandingkan 
dengan melakukan pencegahan yang berjangka panjang. 

Pandangan egaliter menjadi landasan bagi pembentukan sikap dan perilaku yang menjunjung 
kesetaraan gender, yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap 
perempuan (Wall, 2014). Gaus, Fotaki, Strachan, dan Malkhamah (2026) menganalisis bahwa 
ideologi gender, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional, yang dianut oleh 
anak-anak muda atau mahasiswa telah mengalami perubahan akibat faktor sosio-demografis 
keluarga asal mereka, yang terwujud melalui sosok orang tua sebagai role model. Melalui proses 
pengamatan, pemodelan, dan peniruan tersebut, mahasiswa dalam penelitian Gaus dkk. (2026) 
mempelajari sikap dan perilaku yang berkaitan dengan ideologi gender tradisional maupun 
non-tradisional. Persepsi dan kecenderungan mereka terhadap kekerasan terhadap perempuan 
mungkin dipengaruhi oleh pemahaman mengenai konsep egaliter dan non-egaliter tersebut. 

Konsep role model ini tidak hanya berlaku dalam konteks keluarga, tetapi juga dalam konteks 
sosial dan bernegara. Contoh-contoh kekerasan yang ditayangkan dalam berbagai media sosial, 
baik yang dilakukan oleh individu, komunitas, maupun negara, merupakan contoh yang toksik. 

VISI 

Indonesia yang dicita-citakan adalah negara yang memastikan kehidupan yang aman dan bebas 
dari kekerasan, sejahtera, setara dan berdaulat bagi anak, laki-laki, perempuan dan kelompok 
gender minoritas secara interseksional dalam keberdayaannya dalam kehidupan pribadi, 
keluarga, lingkungan kerja, masyarakat dan negara. 

REKOMENDASI KEBIJAKAN 

●​ Membangun sistem evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan terhadap kepatuhan 
institusi pendidikan, aparat penegak hukum dan pemerintah/pemerintah daerah dalam 
menerapkan peraturan perundang-undang dan kebijakan internal dalam hal 
pengarusutamaan gender, penghapusan diskriminasi, pencegahan dan penanganan 
kekerasan berbasis gender. 

●​ Membangun program pendidikan kesadaran kesetaraan gender, seksualitas dan kekerasan 
berbasis gender yang interseksionalitas secara komprehensif melalui komunikasi asertif, 
serta menerapkan prinsip 5R yaitu rights, respect, responsibility, reasoning, dan 
resilience dan keterhubungannya dengan kekerasan seksual sebagai kekerasan berbasis 
gender dalam kurikulum pendidikan sejak dini (pra sekolah), Sekolah Dasar, Menengah, 
Atas hingga Perguruan Tinggi. 

●​ Membangun program pendidikan dasar dan lanjutan, atau pelatihan-pelatihan kesetaraan 
gender, seksualitas dan kekerasan berbasis gender yang interseksionalitas secara 
komprehensif untuk para pendidikan aparat penegak hukum, pelatihan Dosen, ASN baik 
untuk orientasi dan kenaikan jabatan/kepangkatan 

12 



●​ Penguatan program dukungan, fasilitasi, pemulihan dan pemberdayaan korban kekerasan 
seksual di lingkup pra sekolah, pendidikan dasar, menengah, atas dan Perguruan Tinggi 
dan di bidang pemerintahan, BUMN dan aparat penegak hukum untuk memastikan 
dukungan psikologis, penghapusan stigma, dan keberlanjutan pendidikan/pekerjaan 
korban, baik dengan menyediakan BPJS kesehatan untuk korban, beasiswa untuk biaya 
pendidikan dan biaya penghidupan selama melakukan kegiatan pendidikan dan dalam 
penyelesaian kasus.  

●​ Memfasilitasi pengembangan-pengembangan penghapusan diskriminasi berbasis gender 
dan pencegahan Kekerasan Seksual yang kreatif, inovatif, dan mengena pada setiap 
sasaran yang ada dalam dunia pendidikan yang lintas dan multi pihak, lintas institusi, dan 
lintas bidang. 

●​ Mengembangkan pola pengasuhan yang tepat dan sehat bagi anak laki-laki dan 
perempuan—sebagai generasi penerus masa depan—guna menekan angka kejadian 
kekerasan berbasis gender melalui model-model interaksi di dalam keluarga, peer 
pertemanan dalam dunia siber, di institusi pendidikan, dan pendidikan sosial. 

●​ Mendorong upaya perubahan budaya yang menghormati dan mendukung kesetaraan 
gender, pemberdayaan perempuan dan pelindungan korban kekerasan seksual melalui 
penelitian-penelitian yang memberi dampak (riset aksi), dan pendokumentasian 
praktik-praktik baik di masyarakat dan pemerintah yang anti kekerasan. 

●​ Menguatkan peran Perguruan Tinggi dalam mengembangkan model-model pembelajaran, 
kurikulum pendidikan (di semua tindakan pendidikan, berbasis agama dan non agama, 
pendidikan aparat penegak hukum dan aparatur negara lainnya) melalui 
penelitian-penelitian, pengembangan pengabdian masyarakat dan pendidikan. 

PENUTUP 

Tulisan ini menunjukkan bahwa tingginya kekerasan berbasis gender di Indonesia tidak hanya 
berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga dengan belum terbangunnya strategi 
pencegahan yang komprehensif yang menyentuh akar persoalan, yaitu ketidaksetaraan gender, 
diskriminasi berbasis gender, dan ideologi gender. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka 
hukum yang relatif kuat, implementasi kebijakan belum berjalan optimal dan belum diikuti 
dengan strategi pencegahan yang berkelanjutan. 

Bidang pendidikan memiliki posisi yang strategis dalam pencegahan kekerasan berbasis gender. 
Namun, pengarusutamaan gender belum berkembang secara konsisten dan belum terintegrasi 
dengan kebijakan pencegahan kekerasan berbasis gender. Karena itu, penguatan peran 
pendidikan perlu dilakukan melalui keterhubungan antara kebijakan pengarusutamaan gender, 
penghapusan diskriminasi, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, serta 
penguatan peran perguruan tinggi dalam penelitian, pengembangan model, pengabdian kepada 
masyarakat, dan pendidikan sebagaimana diuraikan dalam rekomendasi kertas kebijakan ini. 
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